Mengingat . 4, ‘Undang-Undang Nomor 20 Tahuh 2003

~KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : O TAHUN 2015

TENTANG
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH BARU
GKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN-2015

BUPAT! KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Sarana dan Prasarana pelayanan publik

hidang Pendidikan di Kabupalen Konawe Utara perlu dilakuicn,
 pembangunan gedung sekolah yang baru. s
b _’.bahwa kegiatan tersebul dilakukan da!,a “rangka meningkatkan
i fpom(‘ratn'\n memperolech kesempatan bo ‘pada semua jenjaligy
serta untuk meningkatkan mutu polayanan publxk bidang pendidikan i
Kabupaten Konawe Ulara; ===
c.  bahwa untuk maksud tcrsebut pada pomt a dar' b dialos porl
ditelapkan dangan Surat Keputusan BupatiK

Sistim Pendidikan
hun 2003 Nomor 78:

“Nasional (Lembaran Negara Republik Ind un
oot 4301):

'Tambahnn Lembaran Negara Republik Ind ,

2.. -Undang-undang Nomor 10 Tahun 2 taﬁ'gj-',Peml.ivent,uka:'\
Peraturan Perundang-undangan (Lembara ara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan L m,barén Negara Republik
Indonesia Nomor 4389): '

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, ten »'ng Bemmmtah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004, Nomor 124
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4437),

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,. tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan'*'D_aorah (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.: 126 ‘tantbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 7S

=Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200_ ien,tang Buru dan Dosern

Lcmhar’m Negara Republik Indonesia n 2006 Nomor 15/

_mhahan Lembaran Negara chuka in '

'ndanq undang Nomot [

ftaing
| ﬁ-l'l Dasi
Nomor 30,
‘Nomor 3412}

or

erintah Nomor A5



11.

15.

16.

17.

18.
19.
20,
21,

22.

24.
25.

26.

Tahun 1998 (Lcmbaran Negara chubhk Indonesia-Tahtn 1998 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Rppublnk 'lomor 3763);

Peraturan Pemerinlah Nomor 29 Tahun . hcj Pondidikan
Menengah (Lembaran Negara chubllk Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara chubll' ﬁla Nomor 3412),
qcbagalmann telah diubah dengan -Peratur: itah Nomor 56
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 19986 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik lnd )| _s_sna Nomor 3764);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20057t9ntang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Ihc_i__ a Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ‘200 an'tang‘ Peng¢elolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara chub’ii ndonesia Talhun 2006

Nomol 40, Tambahan Lembaran Negara Rt\publlk indonesia Nomor

tefitang Pembaginn
h Daerah Provinsi,
Negara Republik
nibaran  Negara

ituran Pemerintah Nomor 38 Téhuﬁ

Organisasi
5 Tahiin 2007
nesia Momor

_gk:it Daerah (Lombaran Ncg
r 89, Tambahan Lembaran Ne

ajib- .E:efajm'
omotr 90,

_:ah Ncgara Republik _
ambahan Lembaran Negara chubllk [
Peraluran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ‘tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010: tentang Pengelciaan dan
Pcnyolonggar'\an Pendidikan (Lembararn Negara: Repubhlik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105);
Peraturan Pomermtah Nomor 66 Tahun 2010 tontanq Perubahan Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik

Indenesia Nomor 5157);

lnqtrukql Presiden R! Nomor 1 Tahun 1994, tontang Pelaksanann Wajib
Belajar Pendidikan Dasar;

Permendagri Republik Indonesia Nomor 6 Tahnn 2007 tentang Petunjulk
Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
Permendiknas Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

Pormendiknas Republik Indonesia Nomot 16 Tahun 2007 tenlang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

Permendinas Republik Indonesia Nomor ,_19 f__;T,ahun 2007 tenlang

Standar Pengelolaan Pendidikan;
Permendiknas Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 7007 tentang

Standar Penilaian Pendidikan,
Permendiknas Republik Indonesia. Nomor.
Standar Sarana Prasarana Pendidikan;.-

Permendinas Republik Indonesia ’No":mo
Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Da
Permendikbud Republik Indonesia Nomor
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendi
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal:Pendidikan Dasar D

Kabupaten/Kota;

in 2007 tentang

h 2007 tenlang
)an Mehengah;

ahun 2013 tenlang
Nasional Nomor 15




Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN.

Menetapkan Nama dan Lokasi Pembangunan sckolah padi Dinas
Pendidikan can Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana
lerlampir dalam Lampiran Surat Kepulusan ing,

Biaya pembangunan sckoiah dimaksud dibebankan  pada APRID

Kabupaten Konawe Utara.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketontuan
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan

schagaimana mestinya.

olﬁ’pk% \Waanudu

%@3r0l2015

M UTARA, ..

AN. P, M.5i

Tembusan disampaikan kepada Yih:

S'.FIA(,QN—X;

Ketua DPRD Kabupmcn Konawe Ulara di Wanggudu;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kchudayaan Kabupaten Konawe Utard d| W1n_ggudu

Kepala Inspektorat Knhupalcn Konawe Utara di Wanggudu;
Kepala Dinas PPKAD Kahupnlcn Konawe Ulara di Wanggudu;

P(‘l’lln(]q’ﬂ




lLampiran
Nomor
Tanggal

TENTANG

PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN /\NGGARAN 2015

NAMA SEKOLAHIJENJANG
Pembéngunan Gedung SMAN 2 Wiwirano
Pembnn-gunan godung SMKN 1 Andowia

Pembangunan godung SMKN 1 Langgikima

LOKAS!

Jin. Trans
Suldwesi

Andowia

Langglikima

| KECAMATAN *
Wiwirann
Anclowin

I Langgikii:




